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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah Received 3 Januari 2023
(PAD) Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan dampaknya terhadap ii“ce;ﬁdlzf“l&lefg‘i;
Tingkat Kemiskinan pada 12 daerahKabupaten / Kota di Provinsi Riau tahun

2016-2020. Penelitian dilakukan selama 6 bulan, dari bulan Juni sampai

Desember 2022. Objek penelitian ini adalah 12 daerah Kabupaten / Kota di KATA KUNCI

Provinsi Riau, populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD,
12 daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Riau. Data yang digunakan adalah data Belanja Modal (BMD,
sekunder yang diperoleh berdasarkan dokumentasi hasil publikasi BPS (Badan g;mﬁfg“;aiﬁﬁn“;(%)
Pusat Statistik) untuk data Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan,

sedangkan data Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Modal. Alat analisis

yang digunakan adalah Analisis Jalur dengan menggunakan metode Parsial Least

Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah

(PAD) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan

Ekonomi (PDRB), Belanja Modal (BM) berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB), dan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan (PK).

Diharapkan penelitian ini dapat menambah khasanah pengembangan ilmu

manajemen keuangan baik dalam kajian empiris maupun teoritis Bagi akademisi

dan mahasiswa. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi

khususnya yang berkaitan dengan analisis tentang PAD dan Belanja Modal

pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan serta dampaknya terhadap

Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Pendahuluan

Adanya perubahan dalam pola pengelolaan keuangan telah menyebabkan pergeseran dari
sentralisasi pemerintah pusat ke desentralisasi pemerintah daerah yang akhirnya
mengakibatkan transformasi dari pemerintah daerah yang terkontrol menjadi daerah otonom.
Perubahan tersebut dicanangkan dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 yang direvisi pada
tahun 2015 menjadi UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.
23 Tahun 2014. desentralisasi, Pemerintah daerah saat ini memiliki motivasi yang kuat untuk
membuat, memperdebatkan, dan menerapkan kebijakan dan inisiatif pembangunan yang dapat
disesuaikan secara khusus dengan kebutuhan daerah.

Desentralisasi diantisipasi untuk menawarkan dua keuntungan nyata. Pertama,

meningkatkan keterlibatan, prakarsa, dan kecerdikan masyarakat dalam pembangunan, serta
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meningkatkan upaya berbagi hasil pembangunan secara adil di seluruh daerah dengan
memanfaatkan sumber daya dan bakat lokal. Kedua, mengubah cara pengambilan keputusan
dilakukan untuk mengalokasikan sumber daya yang berguna dengan lebih baik publik ke
pemerintahan di tingkat daerah. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam
menentukan arah kebijakan pembangunan di wilayahnya. Dalam konteks desentralisasi, penting
bagi pemerintah daerah untuk bersikap responsif dalam merencanakan pembangunan wilayah
sesuai dengan kebutuhan penduduk. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan mengurangi Persentase kemiskinan lokal (Jolianis, 2016).

Di era Covid 19, kemiskinan menjadi masalah di seluruh Indonesia, termasuk 12 kabupaten
dan kota di Provinsi Riau yang mana tingkat kemiskinan tersebut meningkat pesat di berbagai
daerah di Indonesia. Akan tetapi kemiskinan tersebut ternyata dapat diminimalisir karena Riau
termasuk “daerah kaya” sumber daya alam terutama hasil migasnya. Hasil migas tersebut dapat
mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, yang dirilis
BPS Provinsi Riau pada Mei 2021, menunjukan bahwa jumlah penduduk miskin pada 12 daerah
Kabupaten/Kota di Provinsi Riau cenderung menurun, lihat Tabel 1.1. Hal tersebut cukup
membuat menarik dimana wabah virus Covid-19 yang membuat ekonomi nasional menurun,
ternyata Provinsi Riau justru penduduk miskinnya setiap tahun terus menurun dan tetap
bertahan di masa pandemic covid 19.

Hampir setiap tahun jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau mengalami kecenderungan
menurun, Hal ini mencerminkan bahwa pemeritah provinsi Riau mampu menurunkan tingkat
kemiskinan pada masa pandemi covid 19 dengan pengelolaan ekonomi yang baik. Namun, masih
ada peluang persentase kemiskinan di 12 kota dan kabupaten di Provinsi Riau naik. Wilayah
Kabupaten Rokon Hulu di Provinsi Riau memiliki tingkat kemiskinan tertinggi; selama lima
tahun terakhir, rata-rata 70,90 ribu orang atau 14,17% hidup dalam kemiskinan. Hal ini karena
warga Kabupaten Rokan Hulu ada yang benar-benar tidak memiliki mata pencaharian, memiliki
mata pencaharian yang tidak tetap, dan lain sebagainya. Hal lainnya yaitu terjadi disebabkan
factor infrastruktur yang kurang memadai maka diupayakan ditangani dalam program yang
serius, seperti melakukan program pemberdayaan masyarakat, raskin, membangun rumah
layak huni dan lain sebagainya.

Ketidakmampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan fundamental mereka
merupakan isu yang secara intrinsik terkait dengan masalah kemiskinan. Kemiskinan merujuk
pada situasi di mana seseorang atau kelompok hidup dengan standar kehidupan yang rendah
bertentangan dengan norma normatif masyarakat. Dari segi ekonomi, kemiskinan juga dapat
dicirikan sebagai kurangnya sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan
suatu populasi (Yasa, 2010).

Sebelum menganalisis kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan, perlu
memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan atau yang dalam analisis
kemiskinan dikenal sebagai determinan kemiskinan (Nopirin, 2011). Menurut Kuncoro (2013),
ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara, namun salah satu
yang terpenting adalah kebijakan pemerintah itu sendiri. Untuk mencapai pembangunan
ekonomi, strategi pemerintah ini harus diakui dan didefinisikan dengan benar dan berdampak
pada penurunan jumlah kemiskinan.
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Perekonomian suatu negara dapat diprediksi dengan melihat garis waktu
pertumbuhannya Produk Domestik Bruto Daerah (PDRB). PDRB dapat mencirikan kapasitas
suatu daerah untuk menggunakan sumber dayanya sebagai salah satu penanda kunci untuk
memastikan keadaan ekonomi di daerah tersebut selama jangka waktu tertentu. Selain, secara
keseluruhan keadaan ekonomi masing-masing daerah Dalam melihat kondisi keuangan suatu
wilayah, indikator adalah melihat beberapa anggaran belanja daerah terbesar di daerah tersebut.
Bantuan Pemerintah untuk perekonomian daerah berbentuk belanja daerah; Oleh karena itu,
semakin besar APBD yang diotorisasi untuk pertumbuhan, semakin besar pula rangsangan yang
diberikan kepada perekonomian daerah tersebut. besar kemungkinan terjadinya kerusuhan sipil.
Hal ini menunjukkan bahwa iklim ekonomi di wilayah yang bersangkutan akan membaik, yang
pada akhirnya akan memungkinkan untuk menstabilkan dan menurunkan tingkat kemiskinan
di wilayah tersebut (Nopirin, 2011).

Pertumbuhan ekonomi daerah pada 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang tercermin
dari nilai PDRB selama tahun 2016 - 2020 seluruhnya mengalami penurunan, pembangunan
secara umum pada 12 daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau selama 5 tahun terakhir hanya
sebesar 29,03 %. Bahkan Kabupaten Bengkalis mengalami pertumbuhan ekonominya minus,
hal ini tentu menjadi pertanyaan besar bagaimana mungkin Kabupaten Bengkalis yang
merupakan daerah kaya akan sumber daya alam terutama migas tetapi mengalami pertumbuhan
ekonomi yang minus, bahkan seperti diketahui Kabupaten Bengkalis adalah Kabupaten dengan
pendapatan daerah tertinggi nomor dua terbesar di Indonesia setelah Kabupaten Kutai
Kartanegara tetapi mengalami pertumbuhan ekonomi yang minus, hal ini tentunya harus
menjadi perhatian serius dari semua pihak terutama “Pemerintah Daerahnya".Jika dibandingan
dengan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Indonesia per kabupaten/kota
pada periode yang sama dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 5,44%. Hal ini jelas sangat
memprihatinkan karena 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau pertumbuhan ekonominya sangat
jauh tertinggal dari pertumbuhan ekonomi secara nasional, dan ini tentunya harus menjadi
pekerjaan besar baik bagi pemerintah pusat, provinsi terlebih bagi pemerintah daerahnya sendiri
untuk mengejar ketertinggalan tersebut.

Terdapat banyak faktor yang mempengarugi pertumbuhan PDRB. Menurut Nasution
(2010), faktor-faktor berikut berkontribusi terhadap kinerja PDRB di wilayah tertentu di suatu
Kabupaten atau PAD, DAU, DBH, BV, Inflasi, PMA, dan Penanaman Modal Dalam Negeri adalah
beberapa isu yang menjadi fokus kota-kota di Indonesia (PMDN).

Menurut Pasal 5 ayat (2) UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Daerah didapatkan beberapa
sumber, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan pendapatan daerah sah
lainnya. Salah satu sumber pendanaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri
dari Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Bagian
laba BUMD, dan pendapatan daerah sah lainnya (Pasal 6 ayat (1) UU No. 33 Tahun 2004).
Sumber pendanaan lainnya adalah Dana Perimbangan berupa transfer dari pusatterdiri dari
Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Pasal 10)
(1) UU No. 33 Tahun 2004).

Yang dimaksud dengan “Pendapatan Asli Daerah” (PAD) adalah pembayaran yang
dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan daerah yang mengatur tentang distribusi
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barang dan jasa. Jika indeks PAD (Pendapatan Asli Daerah) naik ke tingkat yang tinggi, ekonomi
lokal kemungkinan akan mengalami pertumbuhan.

Keuangan Daerah dan Dana Perimbangan, yang akan digunakan untuk memodifikasi
Daerah Belanja, adalah satu-satunya komponen yang telah diidentifikasi dan merupakan variabel
yang signifikan dalam konteks diskusi yang sedang berlangsung tentang sifat konjungtif. temuan
Brata (2008) bahwa terdapat dua komponen pembangunan ekonomi daerah yang berpengaruh
positif dan signifikan secara statistik. Dua komponen yang dimaksud adalah PAD dan Dana
Perimbangan. Tingkat investasi yang lebih tinggi diharapkan dapat meningkatkan kualitas
layanan sektor publik dan, pada gilirannya, meningkatkan partisipasi publik dalam proyek-
proyek yang dipengaruhi oleh standar PAD. Dengan demikian ketersediaan anggaran yang
bersumber dari PAD dan Dana Perimbangan untuk Belanja Daerah mempunyai peranan strategis
dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Jumlah belanja modal (BM) dari tahun 2016 - 2020 sebesar 25.143.331.706 dan lebih besar
dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menunjukkan bahwa 12 Kabupaten/Daerah di
Provinsi Riau sangat bergantung pada Dana Transfer dari pusat untuk menjalankan kebutuhan
operasionalnya. Oleh karena itu, kemampuan keuangan di 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau
akan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan mereka dalam menyediakan dan memberikan
pelayanan publik.

Kemudian PAD 12 daerah Kabupaten di Provinsi Riau jumlah pada tahun 2016 - 2020
sebesar 14.481.397.042 dan peningkatan tersebut masih mungkin untuk ditingkatkan, melihat
potensi yang bisa dikembangkan pada 12 daerah Kota di Provinsi Riau yang cukup besar
terutama kekayaan Sumber Daya Alamnya, namun sayangnya peningkatan PAD tersebut tidak
diikuti dengan PDRB.

Jika dihubungkan dengan Tabel 1.2 diatas terlihat bahwa kenaikan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) ternyata tidak diikuti dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi serta tingginya belanja
modal (BM) pada 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang tercermin dari turunnya PDRB. Lagi-
lagi disini timbul pertanyaan bagaimana sebenarnya pemerintah 12 daerah Kabupaten/Kota di
Provinsi Riau dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), terhadap Belanja Daerahnya
dalam kebijakan pembangunan daerah demi kesejahteraan rakyat. Muncul pertanyaan apakah
alokasi anggaran yang kurang tepat menjadi penyebab perlambatan dan bahkan Pembangunan
ekonomi mengalami penurunan di 12 kota dan kabupaten di Provinsi Riau. Dalam hal ini, perlu
dipertimbangkan pengaruh Kekayaan Awal Daerah (PAD) terhadap kesejahteraan masyarakat,
pembangunan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Belanja Daerah konon merupakan salah
satu komponen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bersama dengan konsumsi masyarakat,
investasi dan net ekspor. Sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam perekonomian untuk
mengatasi kegagalan pasar (market failure), kebijakan fiskal dapat dilakukan melalui
pengeluaran Pemerintah Daerah dalam APBD melalui Belanja Modal (Kuncoro, 2013).

Dalam pemerintahan daerah, seringkali terjadi fenomena dimana pertumbuhan ekonomi
meningkat namun Belanja Modal tidak mengikuti peningkatan tersebut, terlihat dari jumlah
Belanja Modal yang relatif kecil (Kuncoro, 2013). Untuk terus menggenjot aset, Pemerintah
Daerah mengalokasikan dana berupa APDB. Persyaratan infrastruktur dan fasilitas untuk
operasi pemerintah dan bangunan publik di wilayah tersebut menjadi landasan Alokasi Belanja
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Modal ini. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus terus menerus mengubah komposisi
belanjan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Saat ini, terjadi penyalahgunaan
belanja daerah, yang terutama digunakan untuk tugas-tugas duniawi yang sia-sia. Menurut
Sarangih (2012), belanja daerah harus dimanfaatkan secara bermanfaat seperti pertumbuhan
yang membantu masyarakat secara keseluruhan.

Agar masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan daerah, maka belanja modal
dimasukkan ke dalam belanja daerah pemerintah daerah, khususnya pemeliharaan serta
peningkatan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, dan infrastruktur. Sebaliknya, PP. No.
71 Tahun 2010 menetapkan bahwa Beban Modal adalah instrumen pembelian aktiva tetap
berdasarkan kurs mata uang dan aktiva lain yang memperoleh keuntungan dari perhitungan
berganda. Pembangunan gedung, struktur lain, serta pembelian mesin dan aset yang tidak dapat
diandalkan, semuanya termasuk dalam belanja modal. Oleh karena itu, diharapkan bahwa
infrastruktur yang unggul akan dapat mendorong produktivitas dan keberhasilan di berbagai
sektor. Hal ini juga diantisipasi bahwa peningkatan produktivitas masyarakat dan, pada
akhirnya, peningkatan pertumbuhan ekonomi akan dihasilkan dari hal ini.

Sebaliknya, menurut Todaro dalam Sasana (2011), Ada tiga elemen yang mempengaruhi
ekspansi ekonomi setiap negara: perluasan modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan
teknologi. Akumulasi modal dalam hal ini sangat berkaitan dengan investasi. Kemajuan suatu
daerah dapat dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi secara terus menerus, dengan faktor
terpenting adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Untuk meningkatkan
investasi, tingkat ekonomi lokal juga harus meningkat. Indikator investasi daerah yang paling
penting adalah tingginya Belanja Modal dalam APBD. Alokasi Belanja Modal di Pemerintah
Daerah juga dipengaruhi oleh aktif atau tidaknya penyerapan tenaga kerja pemerintah daerah.
Akibatnya, ada keterkaitan antara ideologi Belanja Modal dengan ekonomi lokal secara
keseluruhan.

Nurmainah (2013) mengutip Todaro yang menjelaskan bahwa amplifikasi modal terjadi
ketika sebagian keuntungan dikelola dan diinvestasikan kembali untuk meningkatkan produksi
dan keuntungan di masa depanMenurut Sasana (2011), Pemerintah Daerah melakukan investasi
dengan memberikan sumber daya untuk berbagai inisiatif pembangunan dengan tujuan
membangun infrastruktur dan fasilitas umum. Pengeluaran tersebut tercantum dalam
Pengeluaran Konstruksi Dewan Regional. Namun, dalam praktiknya, Belanja Modal cenderung
memiliki porsi yang lebih kecil dibandingkan Belanja Pegawai, padahal Belanja Modal termasuk
ke dalam Belanja Langsung yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat
(Sasana, 2011). Tabel 1.3 menunjukkan besarnya alokasi Belanja Modal pada 12 Kabupaten/Kota
di Provinsi Riau selama 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2016 hingga 2020.

Belanja Modal yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah pada 12 Kabupaten/Kota di
Provinsi Riau dari Belanja Daerah ternyata besaranya yaitu 25.143.331.706. Hal ini jelas
menunjukan bahwa Belanja Daerah lebih banyak dialokasikan untuk hal-hal yang tidak produktif
yang tidak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, padahal seharusnya Belanja Modal
harus diupayakan setiap tahunya naik lebih besar guna meningkatkan pertumbuhan
perekonomian daerah (Sasana, 2011).
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Dalam melakukan penelitian ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu tentang
pengaruh PAD, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Tingkat
Kemiskinan yang sebelumya sudah pernah dilakukan. Akan tetapi dari beberapa penelitian
terdahulu tersebut peneliti masih menemukan adanya reset gap terhadap hasil penelitiannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2020), Irvan dan Karmini (2016), Edy dan
Marhamah (2016), yang sampai pada kesimpulan bahwa PAD secara signifikan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi daerah. menurut Nisa (2017) serta Wayan dan Suputra (2017) PAD
berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil ini berbeda
dengan penelitian yang dilakukan oleh Paat dkk (2017), Budi Santoso (2013), yang
menyimpulkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
Daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Fatimah dan Priyono Nuwun (2020) Hasil penelitian
menunjukkan bahwa PAD berpengaruh postif terhadap tingkat kemiskinan sedangkan Andyka
(2015), hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa PAD tidak memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap Kemiskinan. Hal ini berbeda dengan Meilen (2014) melakukan penelitian yang sampai
pada kesimpulan bahwa PAD berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Sedangkan
Putrayuda dkk, (2017) dan Paat dkk (2017) menunjukkan bahwa PAD secara signifikan terhadap
tingkat kemiskinan.

Dewi dan Suputra (2017) mengatakan Ekspansi ekonomi tidak dipengaruhi oleh belanja
modal. Irvan & Karmini (2016) mengatakan Belanja Modal berpengaruh negatif dan tidak
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Serta penelitian Santi (2013), yang sampai pada
kesimpulan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan melalui
pertumbuhan ekonomi daerah.

Penelitian Putrayuda dkk (2017) Pertumbuhan Ekonomi (PE) berpengeruh positif
signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fatimah dan
Priyono (2020), Paat dkk (2017) serta Sri Kuncoro (2014), hasil penelitianya menyimpulkan
bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.
Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fransiska (2013), yang menyimpulkan
bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak mempengaruhi terhadap Tingkat Kemiskinan.

Berdasarkan adanya reset gap dari penelitian terdahulu tersebut dan adanya fenomena
yang terjadi yaitu peningkatan PAD yang diterima oleh 12 daerah Kabupaten/Kota di Provinsi
Riau setiap tahunnya tetapi hal tersebut tidak diikuti dengan kenaikan Pertumbuhan Ekonomi
(PDRB) serta adanya peningkatan Tingkat Kemiskinan yang terus menerus setiap tahun hal ini
membuat peneliti tertarik dan termotivasi kembali untuk melakukan penelitian lebih lanjut
tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan
ekonomi dan tingkat kemiskinan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari beberapa penelitian lain yang telah diselesaikan
sebelumnya. Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan di antara ketiganya sebagai
berikut: (1) Penelitian dilakukan di 12 kabupaten di Provinsi Riau, tujuan penelitian, dimulai
karena menurut temuan awal penelitian, Pertumbuhan Ekonomi hadir di distrik-distrik ini
dengan indikator PDRB mengalami fluktuasi bahkan minus begitu juga terhadap PAD dan
Belanja Modal mengalami fluktuasi pula berbanding terbalik terhadap persentase total penduduk

239



Irwan Saputra, Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah.....

miskin yang condong menurun dengan demikian, akan menarik untuk membahas bagaimana
situasi aktual dan beberapa keuntungan utama dari kedua variabel ini dapat mempengaruhi
indikator moneter dan kinematik. (2) Dalam penelitian ini peneliti menggabungkan seluruh
variabel dari berberapa penelitian terdahulu yaitu PAD, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi
dan Tingkat Kemiskinan (3) Periode pengamatan, dimana periode pengamatan yang digunakan
pada penelitian ini, lebih up to date yaitu selama lima tahun dari tahun 2016 sampai dengan
tahun 2020.

Tinjauan Pustaka

Teori Keagenan

Menurut teori keagenan, hubungan antara prinsipal dan agen dapat dijelaskan sebagai sebuah
kontrak dimana prinsipal memberikan kuasa kepada agen untuk mengambil keputusan atas
nama prinsipal (Jensen dan Meckling, 1997 dalam Yovita, 2011). Namun, karena terdapat
perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal, maka ada kemungkinan agen tidak selalu
bertindak dalam kepentingan terbaik bagi prinsipal.

Kekuasaan dan tugas agen dan pemimpin disepakati bersama dalam suatu kontrak kerja, dimana
prinsipnya melimpahkan wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Pada kenyataannya,
karena tujuan pribadi agen bertentangan dengan tujuan prinsipal, kekuasaan diberikan oleh
prinsipal kepada agen seringkali menimbulkan masalah. Dengan kekuasaan tersebut,
manajemen hanya dapat bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri, tanpa menghiraukan
kepentingan pemilik. Ketimpangan informasi dihasilkan dari variasi pengetahuan yang dimiliki
masing-masing pihak (informasi asimetris). Menurut Bangun dalam Yovita (2011), Agen
memiliki pengetahuan paling banyak yang tersedia bagi mereka gunakan agar mendorong
mereka bertindak dengan cara yang akan mengoptimalkan kegunaannya. Direktur akan merasa
sulit untuk berhasil mengawasi kegiatan manajemen karena mereka memiliki pengetahuan yang
terbatas.

Akar teori keagenan ditemukan dalam teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori
organisasi, yang menggambarkan kemitraan antara pemimpin dan agen. Kesepakatan yang
mengikat antara dua atau lebih orang, kelompok, atau perusahaan dikaji dengan teori keagenan.
Kontrak dibuat antara primer dan agen, baik secara tegas maupun diam-diam, dengan maksud
agar keinginan pemilik akan dilakukan oleh agen. Direktur akan merasa sulit untuk berhasil
mengawasi kegiatan manajemen karena mereka memiliki pengetahuan yang terbatas.

Eksekutif dan legislatif memiliki hubungan keagenan, di mana eksekutif bertindak sebagai agen
dan legislatif sebagai prinsipal. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, masalah keagenan
selalu muncul dalam hubungan antara prinsipal dan agen. masalah terjadi antara eksekutif dan
legislatif juga dapat dianggap sebagai masalah keagenan. Mohon dibuatkan parafase agar tidak
terjadi plagiarisme.

Untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, prinsipal memberikan delegasi wewenang kepada
agen yang bertindak atas nama prinsipal. Ketika datang untuk membuat kebijakan baru, legislatif
berfungsi sebagai tuan yang mendelegasikan kekuasaan kepada pelayan seperti cabang eksekutif
atau dewan legislatif. Dalam hal ini, hubungan keagenan dimulai ketika agen mengusulkan suatu
kebijakan dan diakhiri ketika penyelia menerima atau menolak rencana tersebut.
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Tingkat Kemiskinan

Arti dari kemiskinan sebagaimana beralih ke dalam definisi kemiskinan telah melibatkan
pemahaman pada level multidimensional, yaitu kemiskinan berkaitan langsung dengan berbagai
dimensi kebutuhan manusia. Ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum yang
sesuai dengan tingkat kelayakan hidup dalam hal ini disamakan dengan kemiskinan.

Kemiskinan didefinisikan sebagai standar hidup yang rendah, yakni suatu tingkat kurangnya
materi dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang
bersangkutan. Secara ekonomis, kemiskinan juga dapat diartikan sebagai keterbatasan
sumberdaya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang
(Yasir, 2010).

Kemiskinan merujuk pada kondisi di mana individu atau keluarga tidak mampu memenuhi
kebutuhan dasar mereka, baik dalam konteks lingkungan sosial maupun ekonomi, yang tidak
memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan keluar
dari situasi tersebut.

Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Regional

Pembangunan ekonomi dalam sebuah daerah adalah proses yang dimulai dari pemerintah
daerah dan masyarakat setempat dalam mengelola sumber-sumber daya yang ada dan
membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk
menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut
(Alrsyad, 2010).

Pembangunan daerah memiliki peran utama dalam penekanan kebijakan pembangunan yang
menekankan pada kesejahteraan daerah melalui pemanfaatan potensi sumber daya manusia,
lembaga, dan sumber daya fisik secara lokal. Pendekatan ini memperkuat inisiatif dari
pemerintah dalam proses pembangunan dengan tujuan menciptakan lapangan kerja baru dan
mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah daerah dan
masyarakat harus mengidentifikasi potensi yang ada di daerah mereka sebagai sumber daya
untuk menggerakkan perekonomian daerah.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang melibatkan berbagai aspek, seperti
pembentukan institusi baru, pengembangan industri alternatif, peningkatan kemampuan tenaga
kerja untuk menghasilkan produk yang lebih baik, pengidentifikasian pasar baru, dan
transformasi pengetahuan.

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur dari peningkatan pendapatan total yang
terjadi di wilayah tersebut, yang mencakup peningkatan nilai tambah yang dihasilkan. Hal ini
dibandingkan antara periode waktu yang berbeda dalam perhitungan pendapatan wilayah harus
dilakukan dalam harga konstan, bukan harga berlaku. Pendapatan wilayah mencerminkan
penerimaan yang diterima oleh faktor produksi di wilayah tersebut, seperti tanah, modal, tenaga
kerja, dan teknologi, yang selalu mencerminkan tingkat kemampuan wilayah tersebut. Selain
itu, transfer pendapatan, yaitu pendapatan yang keluar dari wilayah selalu yang diterima dari
luar wilayah, juga mempengaruhi tingkat kemampuan wilayah.

Pertumbuhan ekonomi dalam sebuah wilayah dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal,
serta faktor sosial dan politik. Faktor internal meliputi distribusi faktor produksi seperti tanah,
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tenaga kerja, dan modal, sedangkan faktor eksternal melibatkan permintaan dari wilayah lain
terhadap produk yang dihasilkan di wilayah tersebut. Wilayah dapat dibedakan menjadi wilayah
homogen, wilayah administratif, dan wilayah nodal.

Perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi di setiap daerah dapat menyebabkan ketimpangan
yang selalu terjadi dalam hal ekonomi dan pendapatan antar daerah. Pertumbuhan dan
perkembangan daerah akan bergerak ke arah perbedaan yang semakin besar.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merujuk pada penghasilan yang diperoleh oleh suatu daerah dari
sumber daya di wilayahnya sendiri, yang dikumpulkan sesuai dengan peraturan daerah yang
berlaku dan sejalan dengan aturan hukum.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi faktor penting dalam pembiayaan kegiatan
pemerintah daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, semakin kecil
ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Selain itu, PAD juga
merupakan salah satu sumber pendapatan keuangan negara, bersama dengan dana
perimbangan, pinjaman daerah, dan penerimaan lainnya. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat
membiayai APBD, keseluruhan penerimaan tersebut tercermin dalam anggaran pendapatan dan
belanja daerah setiap tahunnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari berbagai sumber penerimaan, seperti pajak daerah,
retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
dan pendapatan lainnya. Menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan
keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari
Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah
menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai
kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah tersebut.

Kerangka Penelitian

Gambar 1. Kerangka Penelitian
Metode

Descriptive dan Explanatory Survey

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena hasil pengamatan
dikonversikan ke dalam angka-angka yang akan dianalisis menggunakan statistik. Penelitian
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kualitatif mengharuskan peneliti menjelaskan variabel mempengaruhi variabel lain (Creswell,
2012). Jenis peneliian ini adalah peneliian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk
menjelaskan suatu fenomena empiris yang disertai data statistik, karakteristik dan pola hubungan
antar variabel. Berdasarkan permasalahan yang diteliti, penelitian ini digolongkan kepada bentuk
penelitian kausal asimetris, yakni penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara
variabel bebas terhadap variabel terikat sehingga sifat penelitian ini adalah deskriptif
eksplanatori).

Hasil dan Pembahasan
Analisis PLS

PAD —1.000 —

PAD

0.069

N,

PDRB

0.124——D@—1.000-— PK
PK

PDRB

BM

BM

Gambar 2. Hasil Penelitian
Dalam PLS pengujian secara statistik setiap hubungan yang dihipotesiskan dilakukan
dengan menggunakan simulasi. Dalam hal ini dilakukan metode bootstrap terhadap sampel.
Pengujian dengan bootstrap juga dimaksudkan untuk meminimalkan masalah ketidaknormalan
data penelitian. Hasil pengujian dengan bootstrapping dari analisis PLS adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Pengujian Signifikansi

Eksogen Endogen Path Coefficient P Value

BM PDRB -0.330 0.014
PAD PRDB 0.069 0.371
PRDM PK 0.124 0.165

Catatan. Data Olahan 2023

Nilai koefisien jalur Biaya Modal (BM) terhadap Produk domestic regional bruto (PDRB) adalah
-0.330 (kolom original sample), yakni bernilai negatif, yang berarti Biaya Modal (BM)
berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB). Diketahui nilai P-Values adalah
0,014 < 0,05, artinya Biaya Modal (BM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi (PDRB).
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Nilai koefisien jalur Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB)
adalah 0,069 (kolom original sample), yakni bernilai positif, yang berarti Pendapatan Asli Daerah
(PAD) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB). Diketahui nilai P-Values
adalah 0,371 > 0,05, maka disimpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif
namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB).

Nilai koefisien jalur pertumbuhan ekonomi (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan adalah 0.124
(kolom original sample), yakni bernilai positif, yang berarti pertumbuhan ekonomi (PDRB)
berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan (PK). Diketahui nilai P-Values adalah 0,165 >
0,05, maka disimpulkan pertumbuhan ekonomi (PDRB) berpengaruh positif namun tidak
signifikan terhadap tingkat kemiskinan (PK).

Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Belanja Modal (BM) berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan
untuk membeli atau membangun aset-aset yang akan digunakan dalam jangka waktu yang
panjang, seperti bangunan, peralatan, dan infrastruktur. Belanja modal daerah adalah belanja
modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membangun atau memperbaiki aset-aset
di wilayah yang dipimpinnya.

Belanja modal daerah dapat berpengaruh terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) karena belanja modal merupakan salah satu komponen dari pertumbuhan
ekonomi. PDRB diukur dengan menggunakan nilai total produksi barang dan jasa yang
dihasilkan oleh sebuah wilayah dalam periode waktu tertentu. Belanja modal daerah dapat
membantu meningkatkan produktivitas perusahaan dan meningkatkan kapasitas produksi, yang
pada gilirannya dapat meningkatkan PDRB.

Belanja modal daerah juga dapat membantu meningkatkan kualitas layanan publik dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Sebagai contoh, jika pemerintah daerah
mengeluarkan belanja modal untuk membangun atau memperbaiki infrastruktur jalan dan
transportasi, ini dapat meningkatkan akses masyarakat ke pasar dan meningkatkan efisiensi
produksi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan PDRB.

Salah satu alasan mengapa pembangunan infrastruktur dapat memiliki dampak negatif terhadap
pertumbuhan ekonomi adalah karena biaya yang tinggi dan waktu yang lama yang diperlukan
untuk membangunnya. Ini dapat mengurangi tingkat investasi di sektor lain yang mungkin lebih
menguntungkan, serta mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk investasi
di sektor lain ke sektor infrastruktur. Infrastruktur yang tidak terawat atau tidak berfungsi
dengan baik dapat memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat
terjadi karena infrastruktur yang tidak terawat atau tidak berfungsi dengan baik dapat
mengurangi produktivitas dan efisiensi, serta meningkatkan biaya produksi untuk perusahaan-
perusahaan yang menggunakannya.

Bangunan yang sering tidak digunakan oleh pemerintah dapat menjadi masalah bagi
pertumbuhan ekonomi, terutama jika bangunan tersebut merupakan aset yang berharga yang

dapat digunakan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Jika bangunan tersebut tidak
digunakan dengan efektif, maka dapat menjadi beban finansial bagi pemerintah, karena
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pemerintah harus membayar biaya pemeliharaan dan perawatannya. Selain itu, bangunan yang
tidak digunakan dapat mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk investasi di
sektor lain ke sektor pemeliharaan bangunan.

Pembangunan gedung dan bangunan memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi
adalah karena biaya yang tinggi yang diperlukan untuk membangunnya, apalagi bangunan
tersebut tidak digunakan lagi seperti pasar, halte, sekolah, rumah sakit yang sudah tua dan lain
sebagainya. Ini dapat mengurangi tingkat investasi di sektor lain yang mungkin lebih
menguntungkan, serta mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk investasi
di sektor lain ke sektor pembangunan gedung dan bangunan. Selain itu, pembangunan gedung
dan bangunan dapat menyebabkan masalah lingkungan, seperti kerusakan lingkungan atau
pencemaran, yang dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dapat mempertimbangkan berbagai solusi, seperti
menjual atau menyewakan bangunan tersebut kepada perusahaan atau individu yang dapat
memanfaatkannya dengan lebih efektif, atau mengubahnya menjadi aset yang dapat digunakan
untuk menunjang pertumbuhan ekonomi lainnya. Namun, perlu diingat bahwa solusi tersebut
harus dipikirkan dengan hati-hati, karena dapat memiliki dampak yang tidak terduga tergantung
pada bagaimana dan di mana bangunan tersebut digunakan.

Contoh lain infrastruktur yaitu, jika jalan raya tidak terawat dengan baik, maka truk-truk yang
menggunakannya akan mengalami kerusakan lebih cepat dan membutuhkan perbaikan yang
lebih sering, yang dapat meningkatkan biaya produksi bagi perusahaan yang menggunakan truk
tersebut. Selain itu, infrastruktur yang tidak terawat atau tidak berfungsi dengan baik dapat
menyebabkan masalah keamanan, seperti kecelakaan lalu lintas, yang dapat mengurangi
pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk mempertahankan
infrastruktur agar tetap berfungsi dengan baik dan terawat dengan baik, agar tidak
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara negatif.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Dewi dan Suputra (2017) yang menyatakan bahwa
terdapat pengaruh negatif & signifikan hubungan antara Biaya Modal (BM) dan pertumbuhan
ekonomi.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh
positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan Ekonomi. semakin tinggi PAD suatu
daerah, maka tingkat ketergantungan fiskal daerah tersebut kepada pemerintah pusat semakin
berkurang, sehingga daerah lebih leluasa dan fleksibel dalam merencanakan alokasi anggaran
sesuai dengan agenda ekonominya. Pendapatan asli daerah adalah sumber pendapatan yang
diperoleh oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang berasal dari wilayah yang
dipimpinnya. Pendapatan asli daerah dapat berupa pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan
kekayaan daerah. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah pertumbuhan
ekonomi yang diukur dengan menggunakan nilai total produksi barang dan jasa yang dihasilkan
oleh sebuah wilayah dalam periode waktu tertentu. PDRB dapat dihitung dengan menggunakan
metode produksi atau metode pendapatan.

Meskipun pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi
pemerintah daerah, ia tidak langsung berpengaruh terhadap PDRB. Hal ini karena pendapatan
asli daerah merupakan bagian dari pendapatan pemerintah daerah, bukan bagian dari produksi
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barang dan jasa yang dihitung dalam PDRB. Sebagai contoh, jika pemerintah daerah
meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menaikkan tarif pajak atau retribusi, ini tidak
akan secara langsung meningkatkan produksi barang dan jasa di wilayah tersebut.

Namun, pendapatan asli daerah dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan
kualitas layanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang pada gilirannya
dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Sebagai contoh, jika
pemerintah daerah menggunakan pendapatan asli daerah untuk memperbaiki infrastruktur
jalan dan transportasi, ini dapat meningkatkan akses masyarakat ke pasar dan meningkatkan
efisiensi produksi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan PDRB. Hal ini sejalan dengan hasil
penelitian Nisa (2017) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif namun tidak
signifikan hubungan antara pendapatan asli daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan menggunakan nilai
total produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh sebuah wilayah dalam periode waktu
tertentu. PDRB merupakan indikator yang berguna untuk mengukur tingkat pertumbuhan
ekonomi suatu wilayah, tetapi ia tidak secara langsung mengukur tingkat kemiskinan. Tingkat
kemiskinan adalah persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, yaitu tingkat
pendapatan yang dianggap cukup rendah untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan,
sandang, dan tempat tinggal. Tingkat kemiskinan dapat diukur dengan menggunakan berbagai
metode, termasuk pendekatan pendapatan, konsumsi, dan kekayaan.

Meskipun pertumbuhan ekonomi dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat
secara umumm, ia tidak secara langsung berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini karena
pertumbuhan ekonomi tidak menjamin bahwa keuntungan yang dihasilkan akan tersebar secara
merata ke seluruh masyarakat. Sebagai contoh, jika sebuah wilayah mengalami pertumbuhan
ekonomi yang tinggi, ini tidak berarti bahwa tingkat kemiskinan di wilayah tersebut akan
langsung turun. Untuk menurunkan tingkat kemiskinan, diperlukan upaya yang terintegrasi dan
terpadu, termasuk peningkatan akses terhadap peluang kerja dan pendidikan, peningkatan
kualitas layanan publik, dan pemberian bantuan sosial kepada kelompok miskin.

Kesimpulan

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Nilai koefisien jalur Biaya Modal (BM) terhadap Produk domestic regional bruto

(PDRB) adalah -0.330 yakni bernilai negatif, yang berarti Biaya Modal (BM) berpengaruh
positif terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB). nilai P-Values adalah 0,014 < 0,05, artinya
Biaya Modal (BM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
(PDRB). Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Belanja Modal (BM) berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal adalah pengeluaran
yang digunakan untuk membeli atau membangun aset-aset yang akan digunakan dalam
jangka waktu yang panjang, seperti bangunan, peralatan, dan infrastruktur. Belanja modal
daerah adalah belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membangun atau
memperbaiki aset-aset di wilayah yang dipimpinnya.

2. Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi
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Nilai koefisien jalur Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi
(PDRB) adalah 0,069 yakni bernilai positif, yang berarti Pendapatan Asli Daerah (PAD)
berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB). nilai P-Values adalah 0,371 >
0,05, maka disimpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif namun tidak
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB). Hasil pengujian hipotesis menunjukkan
bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap
pertumbuhan Ekonomi. semakin tinggi PAD suatu daerah, maka tingkat ketergantungan
fiskal daerah tersebut kepada pemerintah pusat semakin berkurang, sehingga daerah lebih
leluasa dan fleksibel dalam merencanakan alokasi anggaran sesuai dengan agenda
ekonominya. Pendapatan asli daerah adalah sumber pendapatan yang diperoleh oleh
pemerintah daerah dari sumber-sumber yang berasal dari wilayah yang dipimpinnya.
Pendapatan asli daerah dapat berupa pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan
daerah. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah pertumbuhan
ekonomi yang diukur dengan menggunakan nilai total produksi barang dan jasa yang
dihasilkan oleh sebuah wilayah dalam periode waktu tertentu. PDRB dapat dihitung dengan
menggunakan metode produksi atau metode pendapatan.

3. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan

Nilai koefisien jalur pertumbuhan ekonomi (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan
adalah 0.124 yakni bernilai positif, yang berarti pertumbuhan ekonomi (PDRB) berpengaruh
positif terhadap tingkat kemiskinan (PK). nilai P-Values adalah 0,165 > 0,05, maka
disimpulkan pertumbuhan ekonomi (PDRB) berpengaruh positif namun tidak signifikan
terhadap tingkat kemiskinan (PK). Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap
tingkat kemiskinan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah pertumbuhan ekonomi
yang diukur dengan menggunakan nilai total produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh
sebuah wilayah dalam periode waktu tertentu. PDRB merupakan indikator yang berguna
untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, tetapi ia tidak secara
langsung mengukur tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk
yang hidup di bawah garis kemiskinan, yaitu tingkat pendapatan yang dianggap cukup
rendah untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, sandang, dan tempat tinggal.
Tingkat kemiskinan dapat diukur dengan menggunakan berbagai metode, termasuk
pendekatan pendapatan, konsumsi, dan kekayaan.
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